Nomor SOP 026 7/ SOPDINSOSETL /2024

Tgl. Pembuatan L Noverber 2024

Tgl. Revisi

Tgl. Pengesahan | «  November-z2024 el
Disahkan Oleh R K4

k.ll..,..»
— 7
\A

80D \m NTOSO, S.50s., M.H.
iha fama Muda, IV/c
<A wz._::\;m:%mowdo:

Nama SOP Uji Konsekuensidinformasi Publik

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL
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Komplek Il Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
JI. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website http:/sosial.bantulkab.go.id

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1z
2
3.

4.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik;

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
Peraturan Bupati Bantul No. 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

1. Pendidikan minimal SLTA;

2. Jabatan Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Pranata
Komputer dan Analis;

3. Memiliki kompetensi, ketrampilan dan dapat berkomunikasi dengan
baik untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas;

4. Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang
keterbukaan Informasi Publik.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Permohonan Informasi; 1. Alat Tulis Kantor 4. Scanner

2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik; 2. Komputer 5. Jaringan Internet
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik. 3. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka Pemohon Informasi berhak mengajukan
keberatan kepada Atasan PPID atau Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah, dan
mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan pelayanan dengan maksimal.

Daftar Informasi yang Dikecualikan disediakan dalam bentuk tercetak
(hardcopy) dan softcopy.
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Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Uraian Prosedur Tim Kerja Kepala Dinas PPID Persyaratan/ Waktu Dubput
Kabupaten Kelengkapan

Mengumpulkan informasi dan Usulan Informasi Daftar Informasi Publik

dokumentasi publik yang dikuasai Publik 480 menit

oleh Tim Kerja.

Melakukan kajian atas Usulan Informasi Draft Kajian Informasi

informasi/dokumen yang tidak Publik yang 2400 menit | yang tidak termasuk

termasuk dalam DIP. dikecualikan dalam DIP

Mengklasifikasikan informasi yang Daftar Informasi 480 menit | Draft Usulan Informasi

dikecualikan jika telah habis jangka Publik Tahun lalu yang Dikecualikan

waktu pengecualiannya.

Mengajukan draft Usulan Informasi Draft Usulan 960 menit | Draft Usulan Daftar

yang Dikecualikan yang akan Informasi yang Informasi yang

diajukan ke PPID Utama oleh Dikecualikan Dikecualikan

Kepala Dinas.

Mengesahkan Usulan Daftar Draft Usulan Daftar 1440 menit | Usulan Daftar Informasi

Informasi yang Dikecualikan kepada Informasi yang yang Dikecualikan dari

PPID Kabupaten untuk diproses Dikecualikan PPID Pelaksana

lebih lanjut.

Meyampaikan Usulan Daftar Usulan Daftar 15 menit | Usulan Daftar Informasi

Informasi yag Dikecualikan ke PPID Informasi yang yang Dikecualikan

Kabupaten untuk diproses lebih Dikecualikan dikirimkan ke PPID

lanjut Kabupaten

Melakukan desk verifikasi dan Tentatif

proses lebih lajut.

Menerima SK Daftar Informasi yang SK Daftar Informasi 10 menit | SK Daftar Informasi yang

Dikecualikan dari PPID Kabupaten. yang Dikecualikan Dikecualikan

Mempublikasikan DIK dalam SK Daftar Informasi 10 menit | Informasi Daftar

website Dinas Sosial. yang Dikecualikan Informasi yang

Dikecualikan dalam
website resmi Pemerintah

Dinas Sosial.




